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BUPATI HALMA.HERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

a bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka

1

kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang
wajib dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Hal im berarti
bahwa Pemerintah kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya
dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk
meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya,

bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang
memberikan pelayanan pada masyarakat memihki peran yang
strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan
masyarakat Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk
memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar
yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat,

bahwa untuk memenuhi persyaratan admnistrative Badan
layanan Umum, Rumah Sakit wapb menyusun Standar
Pelayanan Mimimum ,

bahwa untuk menyusun Standar Pelayanan Mimmmum, Rumah
Sakit memerlukan Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Minimum

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayandn Minimum Rumah
Sakit Umum Daerah Labuha, "

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 3961),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran
Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara R1 Nomor 4264),
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4286,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pernmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara R 1 Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernntahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana
telah dmbah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4975),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Repubhk RI Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerntah
Daerah (Lembaran Negara R1 Tahun 2005 Nomor 165,
Tamabahan Lemabara Negara R 1 Nomor 4593),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instans: Pemerintah (Lembaran Negara
Republik RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemernntahan antara Pemenntah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemenntahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisas: Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara R 1 Nomor 4262),
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemenntahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lemabara Negara R1 Nomor 5265),
Keputusan Menter1 Kesehatan Rl Nomor 159b/Menkes/SK/
Per/11/ 1988 Tentang Rumah Sakait,

Peraturan Menter1 Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28
Tahun 2004 Tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik,

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Mentenn Dalam Nagernn Nomor 59
Tahun 2007 dan Peraturan Menten Dalam Negern Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menten
Dalam Negern Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Mentert Dalam Negenn Rl Nomor 6 Tahun 2007
Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Mimmum,

Peraturan Menter1 Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2007
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar
Pelayanan Minimum,

Keputusan Menten Keschatan RI Nomor
129/Menkes/SK/11/2008 Tentang Standar Pelayanan Mimimum
Rumah Sakit,

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah,

Peraturan Mentern1 Dalam Negeri1 RI Nomor 6 Tahun 2007
Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Mimimal,

Peraturan Menter1 Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2007
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal,

Keputusan Menten Kesehatan RI Nomor
129/Menkes/SK/I1/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit,

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Seclatan
Tahun 2007 Nomor 4),

Peraturan Daerah Kabupaten Halamahera Selatan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Orgamsasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor 3),

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 13
Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor 13),

31 Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 16 Tahun 2011

Tentang Tugas pokok,fungsi dan wuraian tugas jabatan
struktural pada lembaga teknis daerah Kabupaten Halmahera
Selatan,

MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LABUHA
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Pelayanan Mimimun dimaksudkan untuk panduan bagi Rumah
Sakit Umum Daerah Labuha dalam melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban
penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakat.

Standar Pelayanan Mimmum bertyuan untuk meningkatkan dan
menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI),
BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN
URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan
Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah Labuha mempunyar tugas pokok
melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kegiatan
penvembuhan pendenita dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa
yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya promosi kesehatan,
pencegahan, melaksanakan upaya rujukan, pendidikan dan penehtian

Jenis pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Labuha mehputi

Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan Kamar Operasi

Pelayanan persalinan dan perinatologi

Pelayanan Intensif

Pelayanan Radiologi

Pelayanan Laboratorium

Pelayanan Fisioterapi

10 Pelayanan Farmasi

11 Pelayanan Gizi

12 Pelayanan Rekam medik

13 Pelayanan JAMKESMAS / JAMKESDA

14 Pelayanan pengolahan hmbah Rumah Salkit

15 Pelayanan administrasi dan manajemen

16 Pelayanan ambulance / kereta jenazah

17 Pelayanan Pemulasaraan jenazah

18 Pelayanan Loundry

19 Pengendahan nfeksi(dibentuk tim pencegahan dan pengendahan
infeks: nosokormal)

O~ & L0k~

Bagian kedua
Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian
dan Uraian Standar Pelayanan Mimimum

Pasal 4

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian standar
Pelayanan Mimimum sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran 1

Peraturan Bupati m
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BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan
pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Mimimum dalam Peraturan
Bupati im

Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Labuha bertanggung
jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar
Pelayanan Minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati i1
Penyelenggaraan pelayanan yang sesual dengan Standar Pelayanan
Mimimum dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi1 dan kompetens: yang
sesual dengan ketentuan perundang-undangan

BABV
PENERAPAN

Pasal 6

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuha menyusun rencana bisnis
anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu
pelayanan tahunan Rumah Sakit yang dipompinnya berdasarkan Standar
Pelayanan Minimum

Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah
Labuha menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan
pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Salkit yang
dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Mimimum

Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi
tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Mimimum

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian kesatu
Pembinaan

Pasal 7

Pembinaan Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang menerapkan PPK-

BLUD dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas,

pembernan orientas: umum, petunjuk tekms, bimbingan tekms, pendidikan

dan latthan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup

a) Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapas
Standar Pelayanan Mimimum,

b) Penyusunan rencana pencapalan Standar Pelayanan Minimum dan
penetapan target tahunan pencapalan Standar Pelayanan Minimum,

c) Penilaian prestas: kerja pencapalan Standar Pelayanan Minimum, dan

d) Pelaporan prestas: kerja pencapaian Standar Pelayanan Mimimum

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 8

Pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal
Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan
langsung dibawah Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah
Labuha



Diundangkan di Labuha
pada tanggal 11 Jarmard 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M M
NIP 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 5

Sahinan Sesuai dengan ashnya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
ILHAM ABUBAKAR, 84
Nip 19690307 200212 1 008







